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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 38 TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

d
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar
hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan .
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam
merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo
dan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan,
khususnya dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diubah;
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan
Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan
rencana strategis perangkat daerah ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor
134 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2012 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026.
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo ahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 134
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.
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Pasal I

Ketentuan angka 1.2. Bab I dan tabel 6.1 Bab VI dalam Lampiran
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2021 Nomor 134 Seri E Nomor 64) diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

SUAI DENGAN ASLINYA  Ditetapkan di Purworejo

.n . .
)
<%

3R BAGIAN HUKUM pada tanggal sgunt 2022
BUPATI PURWOREJO,
A'OWATI, S.H., M.M. .
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007 AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 358 SERI E NOMOR 34
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 3g TAHUN2G22

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 134 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAT DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WARTTDATEN DT TD\II(’\DE‘ 'l(\ 'T‘AUT U\T ’7(‘\’)1 [aTala Y-S
td PAVYAS

N/L 2214420 Ly AT

BAB I
PENDAHULUAN

Aar HiilA

MNna
A CANILAL

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

TTemAnmor TTendnnmo NAarmaer DIQ Taliiier 1000 tanmfnnoa Daonrralanoacnrann
Vllumls‘ ULL\.&(AALS ANVJAAANIL L\ A QAAANALY A 2 L\-&LLOLLLS A MLLJ \JLMLLBSOL.L [FUSNEY

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Cerencanaan « \»ALLUOLLLSMLLQAL 1NasSicnan \u\,xu.ucuoux x\pscua A\\zPMUAAK\

Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

INOINOT 244, 1dmoaqan Leimosaran g R\Cpwu 1K anQoNesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

AE72)V.

6873);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

10T INasi Aduanigan aclian u-limoaran N cgara Repubhk

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

+armtn PDarmithnlinm Atna Daratiterns Da ntnlh NTAva
\—\/LL\-(ALLS 4 \(L \AU(.A.LL(A..I.& 43200 1 vicdALUWALQAL 2 \ILLL\./LI.A&\-NL L\ULLLCI’ 56 ’T‘a.hun
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12.

13.

[ury
o

15.

2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

.L‘\./S(A.LOI. NP 13,4 LLL\AULL\/OLOL LNUIIITUL ua.uu’,

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Daratitran Da arintalh Namar Q Tahiiinv INNR tantane Talnnan
1 vicdiltiiiciiyr a4 \.«AAJ.\'LLAL\,OLLL PO AVISELVIY (4 A CAli\ALL LVUVO Ll w&s .lwl.ut}wl,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Darnty Da rtal Namar DA ’Pnktiﬂ NMTNNR +tantnno Da
i \41 al-u‘. m‘. 'y \.r]..l.l\.fl AlALCALL LlYTViALVL s \J PR CUSUC SR SAVAV AW \-\JLLL“-LLS L\\JL‘\JW‘“

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Dnm'!"\nlﬂ Atna Davrativran Da arirtalh NAamar DA Tahiiin 2N0ONQ
uuou..th Axmo A vicailuiidiiir 1 Vlll\/llllbwl O AVIVELVEY i\ A CQAAL\ALRL VYV

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

acrai \uvu.;uou all  wWgdld NRUpuoun iNIGoNEsIa 1anuil LUl

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

adciasi \u\,.u.luou all  iwgala 1\\,1.)\4».) AnUiNnluia radivuil Aduvau

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

0(\10 NAarmar A0 Tnmkr\“\nﬂ T amh \T A
2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

LEINoaran iNe sou AREPUCIIK LNIGONCE1a INOITIoT uuz..u,,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Y | 2&3(\Z 4:Q 54‘}*\ 6. |71
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24.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Daorntriirnn Dracidn Al e e '70 ’T‘(\“\‘ wm MNT1O tantaney Davrnarnntan
i \.hl. (.LL\AL il 1 LUDL\.‘.\.’LL IS AU SAVS Y 1 VALY &NV A v La \.(A.I.I.S i v \/\Iyubwl

Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal — Semarang — Salatiga —
Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo — Wonosobo — Magelang -
Temanggung, dan Kawasan Brebes — Tegal — Pemalang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224};

Davrrtvirme Deanidar NAarwyn 1O Trahyirn MNMINDT tomtaney Ridnanes TTanln
A vidiluiiQiis 2 A NOaRL L‘\)Al‘l\l AW A cCAiiNALL VLA \v\/ll\-wls uluwls AV AN oS PTsN

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Dawrwthan MNnarnt MTata f‘r\m u‘\'rf\]“l’\("'l Panrarnonn Daoratiiran
Iy ux;xum;su;;m; isalicdil, 1dla waia (3339t L\u.;&\,u.u.su.xL ceraluaran

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

MGonesia LOLLL\AA Vid oAUl 191 ),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

Daratiiranrn Marmtori Nalasm Naer, Nnmne 1Q "‘nl«vwn TNIN +a

o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

rviatuldil fsvpaad oalai Koordinasi Penanaman Modal T puliin

Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun
2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman

Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala
Radnn Wanrdimnaci Dannnarman Madal NAamne 10 Tahun 2012

Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1902);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

TrmAnnracin N Aavrrne Q MTatlvite NN Tanmtn Dawnr-sl Wi -
aNGONCSIA INOINOY & 1anun avay ) nitanig « enilaian BINETja

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747;

Daratrrrne Padan Wanrditvaas Da P ea) AL~ A
reracuran Daaail HOOTAINas: renanaman Av;Cdal Depubhk

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17

.
LAl Ls Py D\AVI.&L(A.LL \aCira 4 AL \sCAl A i engendallan
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Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);

‘Dorntrirrar Wamnla Dr\r"nﬂ Wananrdirmna:s Da A Madal Naenn Q

A vidAAvuiicul LX\:IJ(A.LOL ArCANACALL LX\IUL\AML(A.\)L a MLL(&LLWL&(A—LL Avivuiaar &‘ULLLUL A\

Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah
Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

+al 1o
Tahun 2020 Nomor 1747), Sebﬂgmxnaxla \.exah dluba:; dv.usau.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja

Daornarnntnn Dalalranmaan RN ranian Daomarirntnth nnnrnk anvrtn
4 v \J\at.lut.mx 4 vicAanOuClLLiCACALY AV R LADCRLACA A4 Vdlddviliirrciinr vl ciir Vvl Ll

Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 84);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1

Trtrrire f)n"}‘l i—oﬂfr\ﬂ(\' Qiat DParirmirmnn Ramianhna Rarbhaacic RDiailra
1Laginiil <1 Wiaiallg SISO FOrIZINan Serusana Seroasis Risike

Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Talrirm 2OO0OQ_IND0 (T ambnran  Nnoralh Dreatranas: Tawra Tanonh
LaliUil  L4UV U aVa s (eliivdidil wsddidal SVl vdwad  aSigain

Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Do i Tatn Divarnea Wilaval Dyse Thawra Tanocah Trliyan OONO
néncéana 1 aa nuafng vwhdyasd STOVIns vawa 1L CTigaul nouxu. [ EPAVIV A

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019

tomtaree Daorannn Parmhnnorirnan Tanalra AManononth hnn«nh
Wiltadly Aliildiid SUllivdiiguinail - vallgna L'L\/LA\/ALSWL L/l ALl

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

+ +0'\"I" D meY Ty Ny D mkﬂﬂm‘“(’\“ T’\n"‘ Dt’\“.f\ X n
\.\A.lt,ou.a.s nencana TCiiivdiiguaiiaii (VI380¢24.¢ ga x mxjung uaera..h.

Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

n"\c"‘ﬂk “‘\11vxn+ D"‘m f\'ﬁ"\ "‘l‘\t‘\"‘“ qn q rl‘\mh"‘ Q
1rraliasi xxuuu.you.\/xx CUIWOITO 1 aulQ0l 4V i« (NOIGOT O

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 Nomor 4)

Daratiirmer MNMnarnth Walhitsmata Dryrrernratn Noenn 10 Tate NN 1
s \/l QL\AL €Al AsCAV A QAL ‘.muuyu\'\tll A \AL AAAV IS hju L\ULL&U' 4\ A a—Llun Lt \J Lt A

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo

Y S EN S XV E SA [6¢. |7 &
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35.

36.

Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 Nomor 13);

D‘D'n‘*" b hoidl ol nﬂ‘ﬂ"(\“\ Vl’\l‘\" "“.’\'4'Qn D""m"\"ﬂ‘:n “!f\m (834l 1 1 ’r‘l'\"\“'l“ﬂ ()n‘q“’
rojatuidil vavliddl navupdillil S ulwoicjy avOInol 11 taudilil aval

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Purworejo ( lembaran daerah kabupaten purworejo
tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Bupati Purworejo Nornor 4 Tahun 2016 tentang

Standar VIJVA asithial Irosequr « \Aa_y anan rerizinan paua inas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
Nomor 4;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang

Wadirdiilran Q11o11v\nﬂ ﬁrnowtoaﬁ; ’T‘-nn-no Ann Thinoaci Qarta Tatn

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 Nomor 97);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

toarmtnney Hacil Varifilraaot r‘nn ‘Tn‘-‘Ann-‘ Dcm11+nlrlﬂ1fnn Wlaaifilra s
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BAB V1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 R Kegi dan Pend Dinas F Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo
Tujusn Sasaran Kode rogram/ / 8ab Indikator Kinerja Satuan | Data Capejey | an Kines; m dan Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | Unit Kecja Lokasi
Perangkat Deerah g' ;nl 1 FE Ig Tujuan/Sasaran/Program/ | 2020 2021 2033 7033 | Perangiat
Deerah Lol [Bub _Roalises) | | Terget | Paga(®p) | | Paga(Re.) | | Pagu(Rp.) Pagu (Ro.) Pagu (Rp.) Turget Pagu(Rp) | Duersh
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22
Pealngkatan Porsentase Peningkatan Nilai % 1,92 74% 10% 10% 10% 10% 10% 0%
Milai Investast Investasi
Meningkataya Realisas! Ponunaman Modal Millar ™M 48,79 M 67,68M 74,41M 81,88M 90N 99M 412,91 M
Realisasi
Penanaman Modal
2(18 PROGRAM PENGEMBANGAN “[Pertumbuban Jumiah % - - 8% 195.000.000 8% 141.000.000 8% 154.000.000 5% 189.000.000 8% 188.000.000 807.000.000 |DPMPTSP |Kab.Purwor
IKLIM MODAL Kepominatan Penanaman Modal ejo
218 2.01 Penetapan Pemberian : 1 Dokumen 198.000.000 | 1 Dokumen 100.000.000 | 1 Dokumen 154.000.000 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 70.000.000 8 Dokumen 889.000.000
Fusilitas/Insentif Iklim
Penunaman Modal yang Menjadi | Modal
Kewonangan
Dusrah Kabupaten/Kota
Hasil : Tersusannys Regulast Dokumen
Iklim
Modal
218 2,01 |1 |Penetapan Kebijakan Dacrah Jumlah Peraturan Dokumen 1 Dokumen 195.000.000 | 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 154,000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 549.000.000
Mengenai Daerah/Provinsi dalam Pemberian
Pemberian Pasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insenti{ dan Kemudahan
Kemudahan Penanaman Modal Penenaman Modal
2(18 2,01 (2 [Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah Kegiatan Usaha dari Keglatan 15 Kegintan Usaha 20.000.000 15 Keglatan 20.000,000 40.000.000
Paxilitss/ Insentif dan Kemudahan | Pelaku Usaha yang Memperoleh Usaha Usaha
Penanaman Insentif dan Kemudahan Berusaha
Modal di Daerah
aj1s 2.02 Pembuatan Peta Potensl [uvestasi | Kefusran | Peta Potens! dan Dokumen 1 Dokumen 41.000.000 1 Dokumen 89.000.000 | 1 Dokumen 88.000.000 3 Dekumen 318.000.000
Kabuputen/Xota Poluang Usaha Kabupaten
Hasll : Pota Potensi dan Peluang -
Usahe Kabupaten
2|18 202 {1 [Penyusunan Rencana Umum Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 59.000.000 1 Dokumen 58.000.000 3 Dokuraen 117.000.000
Penanaman Modal Daerah Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2[18 2.02 |2 |Penyediann Peta Potenal dan Jumiah Peta Potensi invescasd dan | Dokumen o 1 Dokumen 41.000.000 1 Dokumen 30.000.000 | 1 Dokumen 30.060.000 3 Dokumen 101.000,000
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Peluang umlah Peta Potenai
nvestasi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota
218 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN | Persentase Nomor Induk % g CY T 99,60% 183.000.000 | 99,8 | 132.000.000 |  99,50% 148.000.000 99,50% 149.000.000 | 99,50% 148.000.000 506% 787.000.000 | OPMPTSP | Kab.Purwer
MODAL Berusaha yang Terbit terhadap % ojo
Jumlah Kepeminatan
218 201 [Kaluiaran ; Persentase Tin % 99,50% 183.000.000 9,5 132.000.000 | 99,80% |  145.000.000 |  99,80% 149.000.000 | 99,50% 148.000.000 §00% 757.000.000
Penanaman Modal yang menjedi |Usaba Terhadap Jumish %
Kewenangan Deerah Kepeminatan Penansman Modal
Kabupaten/Kota
[Finell T Torlaksananys isin Usaba
Terhadap Kepeminatan
Penanaman Modal
2{18 2.01 |1 [Penyusunan Stretegi Promosi \Jumlah Peraturan Duerah yang Dokumen 1 Dokumen 83.000.000 [ 1 Dokumen 66.000.000 1 Dokumen 73.400.000 1 Dokumen 74.500.000 1 Dokumen 74.000.000 5 Dokumen 369.900.000
Penanaman Mengatur Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota
2|18 2.01 |2 |Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan | Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 | 1 Dokumen 66.000.000 | 1 Dokumen 72.600.000 1 Dokumen 74.500.000 | 1 Dokumen 74.000.000 5 Dokumen 387.100.000
Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2|18 PROGRAM PELAYANAN TPersentase Pelaysnan % 100% 100% 100% 380.000.000 100% 274.000.000 100% 301.000.000 100% 309.000,000 100% 308.000.000 500% 1.872.000.000 |DPMPTSP |Kab.Purwor
PENANAMAN MODAL Pananaman Modal sesuai Norma ejo
Standar Prosedur dan Kriteria
2[18 201 dan Non Keluaran : Persentase Pelayanan, % 100% 380.000.000 100% 274.000.000 100% 301.000.000 100% 309.000.000 100% 308.000.000 500% 1.872.000.000
secara Terpadu Satu Penanaman Modal Sesual
Pintu Modal
yang i Kewonangan Deerah
Xabupaten/ Kota

s ¢.
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Tujuan | Sasaran Kode gram/ Koglatan/ Sub Keglatan T Satuan | Data Capaian Tahun 'mmt%iwm Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | Unit Kerja |  Lokasl
Perangkat Duerah gl ;p‘ 1 FE |3 ‘Tujuan/Sasaran/Program/ 2020 2021 3023 73038 Do Kare
Dacreh B /Sub Target Pagu (Rp.) Target Pagu (Rp.) Target Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) Target Pagu (Rp.} Target Paga(Rp) | Daerah
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 231 22
Haall : Terlaksananyu Pelayanan
Penanaman Modal Sesuai
Standar Operasional Pelayanan
2[18 [4 [2.01 |1 |Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku 2500 Pelaku 200.000.000 | 2500 Pelaku 68.500.000 | 2500 Pelaku 75.250.000 2500 Pelaku 77.250.000 2500 Pelaku 77.000.000 | 12500 Pelaku Usaha| 498.000.000
rizil dan berbasis Terpadu Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Sistem iz Perizi dan Non Perizi
Berusaha Terintegrasi Berbasis Sistem Pelayanan
Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2[18 |4 (201 (2 h Jumlah Kegiatan Usaha darf Keglatan 20 Kegiatan 100.000.000 | 25 Kegiatan 68.500.000 30 Keglatan 76.260.000 |35 Kegiatan Usaha 77.250.000 40 Keglatan 77.000.000 | 150 Kegiatan Usaha 398.000.000
Perizinan dan Non Periginan Pelaku Usaha yang Mendapat Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Penanaman Modal Pemantauan Pemenuban
Komitmen Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman Modal
2[18 |4 [2.01 |3 |Penyediaan Layanan Konsultasi dan |Jumlah Orang yang Memperoleh Orang 20 Orang 40.000.000 25 Orang 68.500.000 30 Orang 75.250.000 35 Orang 77.250.000 40 Orang 77.000.000 150 Orang 338.000.000
F Layanan i dan
terhadap Pelayanan Terpadu Terkelolanya Pengaduan
rizd lan Non Peri Terhadap P
Terpadu Perizinan dan Non
inan
2[18 |4 }2.01 |4 [Koordinasi dan Sinkeonisasi Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegintan 30 Kegintan 40.000.000 | 35 Kegiatan 68.500.000 | 40 Kegiatan 75,250,000 |45 Kegiatan Usaha 77.250.000 50 Kegintan 77.000,000 | 200 Kegiatan Usaha 338.000.000
Penetapan Pelaku Ussha yang Melakukan Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah |Koordinasi dan Sinkronisas!
Penctapan Pemberian
Faailitas/Insentif Daerah
2118 G PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pelaku Usaha yang % 100% 100% 100% 402.000.000 100% 290.000.000 100% 318.000.000 100% 327.000.000 100% 328.000.000 500% 1.665.000.000 |DPMPTSP |Kab.Purwor
PELAKSANAAN NSPK ofo
MODAL
2{18 |8 |2.0) : Ussha % 100% 402.000.000 100% 290.000.000 100% 318.000.000 100% 327.000.000 100% 328,000,000 300% 1.665.000.000
Penanaman Modal yang menjadi |yang memenuhi Ketentuan
Kewenangan Daerah Perisinan
Kabupaten/Kote
Husil : Torpenuhinys Ketentuan
Perisinan Berusaba
2[18 |5 [2.01 |2 [Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaku Useha yang Pelaku 8 Peluku Usaha 268.000.000 8 Pelaku 260.000.000 |8 Pelaku Usaha 212.000.000 | 8 Pelaku Usaha 218.000.000 | 8 Pelaku Usaha 218.000.000 | 40 Pelaku Usaha 1.166.000.000
Pembinasn Mendapatkan Pembinaan Usahn Usaha
Modal o Modal
2[18 |6 |2.01 |3 |Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Useha dari Kegiatan 249 Kegiatan 134.000.000| 249 Kegiatan 40.000.000 | 249 Kegiatan 106.000.000 249 Kegiatan 109.000.000 | 249 Keglatan 110.000.000 1,245 Kegiatan 499.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan
2|18 |6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA |Persentase Jonis Data dan % 100% 100% 100% 120.000.000 100% 87.000.000 100% 95.000.000 100% 98.000.000 100% 97,000,000 500% 497.000.000 |DPMPTSP |Kub Purwor
DAN SISTEM n ojo
PENANAMAN MODAL Nonperisinan yang Disediakan
2[18 |6 j2.01 Date dan t Duta 1 Dokumen 120,000.000 | 1 Dokumen 87,000.000 | 1 Dokumen 95.000.000 1 Dokumen 98.000.000 1 Dokumen $7.000.000 6 Dokumen 497.000,000
dan Non yang dan non
Terintograsi pada Tingkat Deerah |yang terintegrasi
Kabupaten/Kota
Husil : Terkelolanys Data
Informast Peristnan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
2[18 [6 [2.01 [1 [Pengolahan, Penysjinn dan JJumlah Data dan Informasi Dokumen 4 Dokumen 120.000.000 | 4 Dokumen 87.000.000 [ 4 Dokumen 95,000,000 4 Dokumen 98,000,000 4 Dokumen 97\000.00—; 20 Dokumen 497.000.000
s Data dan Perizinan dan Non Perieinan
Perizinan den Non Perisinan Berbasis Sistem Pelayanan
Berbasis Sistem Perizinan | Perizil
Berusaha Terintegrasi secara Secara Elekéronik yang Diolah,
Elektronik Diknjf dan Dimanfastkan
|Peningatan Indeks Kopuasan Masyarakat 88 88 88 88 88 440
Kuslitas (IKM) Perungkat Deerah
Polayanan
Publik
Meningkatays Indeks Kepuasan Masyarakat 88 88 88 88 88 440
pelay (IKM) Peranghat Daerah
Publik
X|xx |1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Persentase Pelaksunann % 100% 100% 100% 2.267.376.604 100% 2.362.359.718 100% 2.896.313.580 100% 2.666.719.992 100% 2.680.674.004 800% 12.873.443.898 |DPMPTSP | Kab.Purwor
Urusen ejo
KABUPATEN/KOTA l‘ll.‘“h Kabuputen
X|xx {1 | 201 Perencanaan, Pengangyaran, dan | Dokuman 7 Dokumen 19.730.000 | 7 Dokumen 21.728.000 | 7 Dokumen 23.897.800 7 Dokumen 26.287.260 | 7 Dokumen 28.913.978 120 Dokumen 120.575.726
Bvaluasi Kinerja Porangkat Ponganggaran, dan Evaluasi
Duerah Kinerja Perangkat Dasrah
Haslil : Torsusunnys Dokumen
Perencansan, Penganggeran, dan
Evalussi Kinerja Perangkat
XXX |1 2011 Dokumen [Jumlah Dokumen 16 Dokumen 5.250.000 | 16 Dokumen 5.775.000 | 16 Dokumen 6.352.500 16 Dokumen 6.987.750 16 Dokumen 7.686.525 80 Dokumen 32.081.778
Perangkat Dacrah Perangkat Daerah
XXX |1 201{2 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen 1 dokumen 1.500.000 | 1 dokumen 1.650.000 1 dokumen 1.815.000 1 dokumen 1.996.500 1 dokumen 2.196.150 5 Dokumea 9.187.650
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

(%3]
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Tujuan Sasaran Kode Program/ / Sub Indikator Kinerja Satuan Data Capalan Tahun M%hn_xumgm Kondisi Kinerja pada Akhir Periode [ Unit Kerja
Perangkat Duersh gl =-| ® 1 go ] 2 Tujuan/Sasaran/Program/ 2020 2021 2022 2023 _ — 2025 Renstra Porangkat
Daorah a [Sub Target Pagu (Rp.) Target Pagu (Rp.) ‘Target Pagu (Rp.) Target [Pagu (Ro.) Target Pagu (Rp.} Target Pugu (Rp) Daerah
1 2 3 4 s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
X 1 201{3 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-| Dokumen 1 dokumen 1.500.000 | 1 dokumen 1.650.000 1 dokumen 1.815.000 1 dokumen 1.996.500 1 dokumen 2.196.150 5 Dokumen 9.157.650
Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Porubahan RKA-SKPD
1 20114 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-  [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen 1 dokumen 2.000.000 | 1 dokumen 2.200.000 1 dokumen 2.420.000 1 dokumen 2.662.000 1 dokumen 2,928,200 8 Dokumen 12.210.200
SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-8KPD
1 201{5 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-| Dokumen 1 dokumen 2.000.000 | 1 dokumen 2.200.000 1 dokumen 2.420.000 1 dokumen 2.662.000 1 dokumen 2.928.200 5 Dokumen 12.210.200
Perubahan DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
X 1 2016 |Koordinasi dan Penyusunan [Jumlzh Laporan Capeien Kinerja Laporan 16 laporan 2.500.000 | 16 laporan 2.750.000 16 laporan 3.025.000 16 laporan 3.327.500 16 laporan 3.660.250 80 laporan 18.262.780
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Renlisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dana Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan [khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
X 1 201|7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 5 laporan 5.000.000 5 laporan 5.500.000 5 laporan 6.050.000 5 laporan 6.655.000 5 laporan 7.320.500 25 laporan 30.528.800
Perangkat Daerah
X 1| 202 t % 100% 1.943.217.104 100% 2.008.784.268 100% 2.204.080.588 100% 2.238.263.698 100% 2.206.072.080 800% 10.894.417.735
Dasrah Administrasi Kenangan
Porangkat Daerah
Hasil : Terlayaninys M
Administrasi Keuangan
X 1 202|1 [Penyediaan Qaji dan Tunjangan ASN [Jumlah Orang yang Menerima Gaji|  Orang/ 19 Orang/ Bulan 1.920.445.104 | 19 Orang/ 1.980.735.068 19 Orang/ 2.176.526.465 | 19 QOrang/ Bulan 2.204.954.166 19 Orang/ 2,172.731.695 | 95 Orang/ Bulan 10.485.392.397
dan Tunjangan ASN bulan Bulan Bulan Bulan
X 1 2025 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlsh Laporan Keuangan Akhir Laporan 6 Laporan 2.000.000 | & Laporan 2.200.000 6 Laporan 3.420.000 6 Laporan 2.662.000 6 Laporan 2.928.200 30 Laporan 12.210.200
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 8KPD
X 1 202|7 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 24 Laporan 18.772.000 | 24 Laporan 20.649.200 | 24 Laporan 22,714.120 24 Laporan 24,985,832 24 Laporan 27.484.085 120 Laporan 114.604.937
Laporan Keuangan Bulanun/ Triwulanan/
Bulanan /Tri SKPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulsnan/Triwulanan /Semesteran
SKPD
X 1 202[8 |Penyusunan Pelaporan dan Anelisis |Jumleh Dokumen Pelaporan dan Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 | 2 Dokumen 2.200.000 | 2 Dokumen 2.420.000 2 Dokumen 2,662,000 2 Dokumen 2,928,200 10 Dokumen 12.210.200
is Realisasi Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
X [T | 208 P Layanan Administrasi % 100% 29.000.000 100% 31.900.000 100% 35.090.000 100% 38,899.000 100% 42.468.900 500% 177.047.900
Peranghkat Daerah Kepegawaian Perangkat Duerah
Hasil : Toxla;
Administrasi Kepegawaian
X 1 205[9 |Pendidikan dan Pelatihun Pegawai [Jumloh Pegawai Berdaswarkan Orang 20 Orang 29.000.000 20 Orang 31.900.000 20 Orang 35.090.000 20 Orang 38,599,000 20 Orang 42,456,900 100 Orang 177.047.900
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungs! yang Mengikuti
- Pendidikan den Pelatilian — — .
X 1| 208 Umum ' Laysanun % 100% 142.000.400 100% 186.200.440 100% 171.820.484 100% 189.002.832 100% 207.902.788 800% $66.926.642
Duerah Administrasi Umum Perangkat
Daersh
Hasil : Torlayaninya
Umum Porangkat
X 1 | 206(9 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Leporan 1 Laporan 142.000.400 | 1 Laporen 156.200.440 1 Laporan 171.820.484 1 Laporan 189.002.532 1 Laporen 207.902.786 5 Laporan 866.926.642
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X [T | 207 Pengadsan Barang Milik Daerab | Barang Milik Dacrah (BMD) Jenis 8 Jenls - 8 Jonis 8 Jenis - 3 Jenis 8 Jenis 8 Jenis
Urusan Urusan
Duerah Daerah yang Disdakan
X 1 2071 |Pengadaan Kendaramn Perorangan |Jumlah Unit Kendarsan Unit 1 Unit 400.000.000*
Dinas atau Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan
Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
X 1 | 207[10|Pengadann Sarana dan Prasarana [Jumlsh Unit Sarana dan Unit 905 Unit 2.000.000.000%
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediukan
Py Jasa : Jumish Laporan Laporan 3 Laporan 72.214.300 | 3 Laporan 435.950 3 Laporan 87.379.548 3 Laporan 96.117.800 3 Laporan 108.729.249 15 Laporan 440.876.744
Urusan Pemerintahun Duersh Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daersh
Fasil £ ‘Tersusunnya Laporan
Penyediann Jusa Penunjang
Urusan Daerah
X 1 208(1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1 Laporan 23.484.500 1 Laporan 25.832.950 1 Laporan 28.416.245 1 Laporan 31.257.870 1 Laporan 34.383.656 5 Laporan 143.378.221
Surat Menyurat
X 1 2082 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1 Laporan 30.500.000 1 Laporan 33.550.000 1 Laporan 36.905.000 1 Laporan 40.595.500 1 Laporan 44.655.050 5 Laporan 186.208.550
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disedi:
X 1 2083 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 1 Laporan 18.230.000 1 Laporan 20.053.000 1 Laporan 22.058.300 1 Laporan 24.264.130 1 Laporan 26.690.543 5 Laporan 111.298.973
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
.
1 2 3 4 S & 1 7
.

3



https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9

Sasaran Perangkat | _ Kode Program/Kegiatan/ Sub Keglatan Indikator Kinerja Satuan Data Capaian Tahun Target Kinorja Progrem dan Kerangka Pendanaan } Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Duorah HEREBER I? Tujuan/Sasaran/Program/ 2020 2021 2022 2023 2033 626 Renstra
I RH 8w Targst Pago R Target Pagu Bp.) Tasget Pagu (Rp.] Taxget _[Pagu (Rp.) Target Pagu (Rp.) Tuget | Pega@®p) |
2 3 4 S 6 7 8 9 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20
XXX |1 209 Pemeliharaan Barang Mitik Dusrah|Keinaran : Barang Milik Deerah Jeais 2 Jenis 61.194.600 2 Jenis 67.314.060 2 Jenis 74.045.466 2 Jenis 81.450.013 2 Jenis 89.593.014 6 Jenis 373.599.152
Urusan (BMD) Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah yung
Dipelibara
Hasil : T Barang
Milik Deorah (BMD) Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
XXX |1 2091 di Jasa P i [Jumluh K Dinas Unit 8 Unit 35.786.600 8 Unit 39.365.260 8 Unit 43.301.786 8 Unit 47.631.965 8 Unit 52.395.161 40 Unit 218.480.773
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Operasional atau Lapangan yang
Kendaraan Perorangan Dinas ntau | Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Kendaraan Dinas Jabatan dan Perizinannya
X|xx [1 209[10 | Pemeliharuan/Rehabilitasi Sarana  |Jumlsh Gedung Kantor dan Unit 80 unit 25.408.000 80 unit 27.948.800 80 unit 30.743.680 80 unit 33.818.048 80 unit 37.199.853 400 Unit 153.118.381
dan Prasarana Gedung Kantor atau |Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal
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